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Vega Ayu Cloudia
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan
APBDes di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember pada
Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi: Perencanaan,
Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskiptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dalam
penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber antara lain Kepala Desa, Tim
Pengelola ADD Desa Kasiyan Timur , Wakil Ketua BPD (Badan
Permusyawaratan Desa) dan Perwakilan Masyarakat. Teknik pengumpulan data
yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Teknik
analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, penyederhanaan data, proses
analisis data dan hasil interprestasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Kepala Desa di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember telah
melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan
APBDes .Secara umum trasparansi dan akuntabilitas di Desa Kasiyan Timur
Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik, walaupun masih
ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Akuntabilitas dan

Transparansi.
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Vega Ayu Cloudia
Bachelor degree in Accounting Department, Business and Economic Faculty of
Jember University

ABSTRACT

les of village chief in managing the Village Budget (APDes) at the village of East
Kasiyan SubDistrict of Puger District of Jember in the Village Allocation Fund
(ADD) through the activities i.e.: the planning, the implementation, the reporting,
and the responsibility. The descriptive which is done by using the qualitative
approach is used as the research method. The informants of this research are the
village chief, the management team of Village Allocation Fund of East Kasiyan
village, Vice Chairman of Village Consultative Agency (BPD) and Community
Representatives. The data collection technique has been done by conducting
interview, observation, and documentation analysis. The data analysis technique
has been done by organizing the data, simplifying of data, data analysis process
and the result of interpretation.The result of the research shows that the village
chief of East Kasiyan village Sub-District of Puger District of Jember has carried
out the transparency and accountability principles to the management of Village
Budget (APBDes). Generally, the transparency and accountability principles at
the village of East Kasiyan Sub-District of Puger District of Jember has been
running well, even though there are some weaknesses which need to be improved.
suitable with the existing provisions.

Keywords: Village Budget, Accountabillity and Transparancy.
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RINGKASAN

Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
dalam Pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten
Jember ; Vega Ayu Cloudia; 130810301031; 99 Halaman; Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Pusat memberikan hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan otonomi daerah. Pemerintah
Desa sebagai sektor publik harus memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat dan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik seperti
akuntabilitas yang merupakan wujud penyampaian pertanggungjawaban dari
pemerintah kepada masyarakat dan transparansi kepada masyarakat. Kabupaten
Jember merupakan daerah otonom yaitu mempunyai wewenang untuk mengelola
daerahnya sendiri dengan tujuan menjadi pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Kabupaten Jember merupakan daerah otonom yaitu mempunyai wewenang untuk
mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan menjadi pemerintahan yang bersih
dari korupsi. Tujuan peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak dari
akuntabilitas atas pengelolaan dana desa terkait dengan pembangunan di desa
Kasiyan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang
menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan
sosial dalam kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan
rinci. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah
berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi, tipe penelitian ini umumnya
berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), kejadian, atau
prosedur. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa wawancara dan
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observasi serta data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait pengelolaan
keuamgan Desa Kasiyan Timur. Lokasi penelitian dampak akuntabilitas dan
transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah desa Kasiyan kecamatan Puger
kabupaten Jember yang beralamat di Jalan. Pb Sudirman Nomor 02 desa Kariyan
Timur Puger Jember Jawa Timuer 68164. Teknik pengelolaan data yaitu
menggunakan teknik Triangulasi.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan dan
pelaksanaan telah sesuai dengan Preraturan Bupati Nomer 13 Tahun2015 dimana
semua proses memang dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada , sedangkan
untuk tahap pertanggungjawaban dan pengawasan mengalami sedikit kendala
salah satunya dalam jangka waktu pelaporan SPJ yang dikarenakan sering terjadi
keterlambatan dalam pencairan ADD dari pemerinta kabupaten, pengelolaan ADD
di Desa Kasiyan Timur secara keseluruhan dapat dikataka telah sesuai dengan
Preraturan Bupati Nomer 13 Tahun2015 yaitu sebesar 88,9%. Dampak dari
adanya kasus korupsi pada tahun 2015 di Desa Kasiyan Timur menjadikan
Pemerintahan Desa Kasiyan menunjukkan Kkinerja yang lebih baik di taun-tahun
berikutnya seperti adanya beberapa program pemerintah yang sudah banyak
terealisasi pada tahun 2017.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Pusat memberikan hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan otonomi daerah. Dimana
dalam pelaksanaanya terdapat tiga asas yaitu penyerahan urusan pemerintahan
olen Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang
disebut dengan desentralisasi, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu yang disebut asas dekonsentrasi, serta
penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disebut asas
tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa sebagai sektor publik harus memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat dan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik
seperti akuntabilitas yang merupakan wujud penyampaian pertanggungjawaban
dari pemerintah kepada masyarakat dan transparansi kepada masyarakat. Sehingga
dapat mewujudkan suatu keadilan sosial dan menjadi pemerintahan yang dapat
dipercaya dalam mengemban amanah. Akuntabilitas juga berisi informasi kinerja
yang dapat dimanfaatkan dan dianalisis untuk pengambilan keputusan atau
melakukan perubahan kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang tepat. Selain itu

akuntabilitas dan transparansi merupakan metode preventif untuk meminimalisir
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kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam melakuan kewenangannya desa
memiliki Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kabupaten Jember merupakan daerah otonom  yaitu mempunyai
wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan menjadi
pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dalam upaya mengelola daerahnya
kabupaten Jember membuat alokasi dana desa untuk masing-masing
kecamatannya untuk kebutuhan pelaksanaan pembangunan baik infrastruktur
maupun sumber daya manusianya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa
dan pengalokasiannya secara berkeadilan berdasarkan, alokasi dasar dan alokasi
yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah. Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota tersebut Bupati/Walikota
menetapkan dana desa untuk setiap desa diwilayahnya yang dihitung berdasarkan
alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan serta luas wilayah. Berikut rincian alokasi dana desa
dari penetapan alokasi dana desa tahun anggaran 2015 untuk kabupaten/kota :

Tabel 1.1 penetapan alokasi dana desa tahun anggaran 2015 untuk
kabupaten/kota

No Nama Daerah Alokasi (Rp)

XIl Provinsi Jawa Timur
1 Kab.Bangkalan 41.048.173.677
2 Kab.Banyuwangi 28.417.966.392
3 Kab.Blitar 33.079.114.319
4 Kab.Bojonegoro 63.000.676.817
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No Nama Daerah Alokasi (Rp)
5 Kab.Bondowoso 31.425.158.603
6 Kab.Gresik 49.618.671.478
7 Kab.Jember 33.981.271.982
8 Kab.Jombang 45.408.602.383
9 Kab.Kediri 51.573.346.415
10 Kab.Lamongan 69.466.140.070
11 Kab.Lumajang 29.771.202.887
12 Kab.Madiun 29.771.202.887
13 Kab.Magetan 31.124.439.382
14 Kab.Malang 56.835.932.784
15 Kab.Mojokerto 44.957.523.552
16 Kab.Nganjuk 39.694.937.183
17 Kab.Ngawi 32.026.597.045
18 Kab.Pacitan 24.959.695.349
19 Kab.Pamekasan 26.764.010.676
20 Kab.Pasuruan 51.272.627.194
21 Kab.Ponorogo 42.251.050.562
22 Kab.Probolinggo 48.866.873.426
23 Kab.Sampang 27.064.729.897
24 Kab.Sidoarjo 48.415.794.594
25 Kab.Situbondo 19.847.468.591
26 Kab.Sumenep 49.317.952.257
27 Kab.Trenggalek 22.854.660.802
28 Kab.Tuban 46.761.838.878
29 Kab.Tulungagung 38.642.419.909
30 Kab.Batu 2.856.832.600
Jumlah 1.161.076.912.591

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dana desa diperoleh dari
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah dan untuk kabupaten Jember
jumlahnya cukup besar yaitu Rp 33.981.271.982. Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014, Kabupaten Jember mengalokasikan dana untuk desa
sebesar 1,4 milyar ,dimana jumlah desa yang terdapat di kabupaten jember adalah
sebanyak 31 kecamatan yang terbagi atas 248 desa sehingga setiap desa
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mempunyai anggaran desa sebesar Rp.500 juta untuk setiap desa, salah satu desa
yang terdapat di Kabupaten Jember adalah Desa Kasiyan Timur.

Desa Kasiyan Timur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan
Puger Kabupaten Jember, yang terdiri dari 12 desa yang merupakan jumlah desa
terbanyak diantara kecamatan lainnya. Secara umum letak geografis Desa Kasiyan
Timur terletak pada wilayah dataran rendah yang luas dan subur.

Batas- batas Desa Kasiyan Timur :

1. Sebelah Utara : Desa Jambiarum/ Desa Bagon
2. Sebelah Timur : Desa Wonosari

3. Sebelah Selatan : Desa Grenden

4. Sebelah Barat : Desa Kasiyan

Desa Kasiyan Timur berada pada bagian selatan Kabupaten Jember. Desa
Kasiyan Timuur memiliki luas wilayah 553.397 Ha dengan jumlah penduduk
13.816 jiwa. Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 Dana Desa
dialokasikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dibagi secara
merata kepada setiap desa dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat
kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga
statistik pemerintah yang berwenang. Dana Desa setiap Desa dihitung
berdasarkan:

1. alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada
setiap desa sebesar 90% dari Dana Desa di Kabupaten

2. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa,
dengan bobot formulasi sebagai berikut:

a. 25% untuk jumlah penduduk.

b. 35% untuk jumlah penduduk miskin.

c. 10% untuk luas wilayah.

d. 30% untuk tingkat kesulitan geografis.

Bobot yang dimaksud dihitung dengan cara :
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W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Jember

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk
miskin Desa Kabupaten Jember.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten
Jember.

Z4 =rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Jember

Pemerintah mengharapkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa berjalan
efektif, transparan dan akuntabel. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat menanggulangi
kemiskinan meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat. Sebagai
bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa, kepala desa dengan
dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Dana Desa semester | dan semester Il kepada Bupati dengan
tembusan : a) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten; b) Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten; c¢) Inspektur Kabupaten; d)
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten; e) Camat.

Batas penyampaian laporan realisasi anggaran semester | paling lambat
minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalandan semester Il paling lambat
minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Selain itu dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pemerintah melakukan pemantauan
dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa.
Pemantauan tersebut dilakukan dengan menerbitkan peraturan bupati/walikota
tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa , penyaluran dana
desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa, SILPA (Sisa
Lebih Pembiyaan Anggaran) dana desa.
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Anggaran desa sebanyak Rp 500 juta dari pemerintah kabupaten jember
ini sering kali disalah gunakan dalam alokasinya , Puluhan warga Desa Kasiyan
Timur, Kecamatan Puger, mendatangi kantor desa setempat, Jum'at siang
(21/8/2015). Mereka menuntut kepala desa untuk memberhentikan Kepala Urusan
(Kaur) Keamanan yang diduga terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial
(Bansos), Jember Times 21 agustus 2015.

Penelitian terdahulu sehubung dengan akuntabilitas dan transparansi yaitu
penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Romantis (2015)
mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Panarukan
kabupaten  Situbondo tahun yang membahas sistem  akuntabilitas
perencanaan,pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa diwilayah
kecamatan Panarukan yang hasilnya adalah pada tahap perencanaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan
transparansi. Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di
kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas,
serta tahap pertanggungjawabannya pun sudah baik namun hanya memerlukan
bimbingan dari pemerintah kecamatan. Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto
(2014) mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan
Umbulsari kabupaten Jember tahun 2012 yang membahas tentang bagaimana
pertanggungjawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi
dana desa yang hasil pembahasannya adalah perencanaan program alokasi dana
desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan
konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, pelaksanaan program alokasi
dana desa tersebut telah menerapkan prinsip partisipatif,responsif,dan transparan.
Pertanggungjawaban mengenai alokasi dana desa di kecamatan Umbulsari secara
teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik,dan program alokasi dana
desa Pemerintah kabupaten  Jember mendapat respon yang positif dari
masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Huri (2015) mengenai akuntabilitas
pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam proses pembangunan di
desa Dasri kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi yang hasil

pembahasannya adalah dalam tahap perencanaan pengelolaan dana ADD di desa
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Dasri secara bertahap sudah menerapkan prisip akuntabilitas yang didukung
dengan prinsip transparansi, partisipasi dan responsif yang terwujud didalam
musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diikuti oleh kepala
desa,perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lemabaga pemberdayaan
masyarakat desa, tokoh masyarakat dan tim pendamping kecamatan dalam
merencanakan rencana kerja. Untuk tahap pelaksanaannya sudah menerapkan
prinsip akuntabilitas yang didukung dengan partisipasi, transparans, dan responsif
dalam mengelola ADD sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera dalam
Peraturan Bupati. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan replikasi dari
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan perbedaan penelitian
ini dari ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah ,
bahwa bahasan yang akan di bahas mengenai akuntabilitas dan transparansi tidak
hanya  sebatas  sistem  akuntabilitas  perencanaan,pelaksanaan  serta
pertanggungjawaban alokasi dana ataupun pertanggung jawaban fisik dan
penerapan sistem akuntabilitas ADD melainkan juga dampak dari akuntabilitas
serta transparansi ADD bagi masyarakat sekitas, apakah alokasi dana desa sudah
tepat dalam pengalokasiannya serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam
pembanguann desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti ingin mengetahui
bagaimana dampak dari akuntabilitas atas pengelolaan dana desa terkait dengan

pembangunan di desa Kasiyan Timur.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini

adalah :
1. Bagaimana proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana
terkait dengan pembangunan di desa Kasiyan Timur ?
2. Apa dampak dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana
terkait dengan pembangunan di desa Kasiyan Timur bagi masyarakat ?
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1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah , maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas dan transparansi
mengenai pengelolaan dana terkait dengan pembangunan di desa di desa
Kasiyan Timur.

2. Untuk mendeskripsikan dampak dari akuntabilitas dan transparansi dari
pengelolaan dana terkait dengan pembangunan di desa di desa Kasiyan

Timur.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Bagi Peneliti lain

Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat berguna untuk
menambah wawasan dan pengetahuan untuk acuan penelitian sejenis

khususnya di dalam bidang akuntansi pemerintah.

1.4.2 Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan
keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan

otonomi daerah.

1.4.3 Bagi Akademik

Penelitian ini diharapakan dapat memberi tambahan pengetahuan untuk
kemajuan akademisi dan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu

pengetahuan
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan
seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki
hak atau berkewanangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
(Faridah, 2015: 4). Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,
akuntabilitas dipandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan
pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibanya dengan pemahaman penuh
dari aparatur pemerintah desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Renyowijoyo (2013: 14) menjelaskan akuntabilitas publik adalah
kewajiban  pihak  pemegang amanah  (agent) untuk  memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam
pertanggungjawaban: (1) akuntabilitas vertikal, adalah pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban
unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat; (2) akuntabilitas horizontal, adalah pertanggungjawaban
kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas  adalah  suatu  kewajiban  untuk  memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja dari tindakan yang
telah dilakukan oleh seorang, organisasi, maupun pimpinan suatu organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewanangan untuk meminta keterangan
atau  pertanggungjawaban baik  pertanngungjawaban  vertikal ~maupun
pertanggungjawaban horizontal.
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2.1.2 Transparansi

Transparansi pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya
tentang keuangan daerah. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menganggap bahwa
informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi
maupun lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu bagian penting bagi
ketahanan nasional. Memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia
dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan
publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala
sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Selain itu rakyat merupakan
pemegang kedaulatan tinggi negara.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi
yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh
mereka yang membutuhkan. Dengan memperoleh kebebasan untuk memperoleh
informasi, terjadi adanya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan
aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasab berasosiasi dan
berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Berjalannya partisipasi tidak aka
menyampingkan kadilan dalam bidang kerangka hukum yang dilaksanakan tanpa
pandang bulu (Renyowijoyo, 2013: 13).

transparansi publik adalah masyarakat dapat mengetahui informasi tentang
pemerintahan baik perencanaannya maupun pelaksanaannya sehingga dapat
memelihara kepercayaan publik atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan.
Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan

implementsi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh
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pemerintah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tajam
tentang proses perumusan kegiatan publik dan implementasinya. Namun dalam
hal ini tidak semua informasi dapat di publikasikan karena juga ada informasi-
informasi yang dikecualikan oleh pemerintah artinya informasi tersebut hanya
dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu karena jika informasi yang dikecualikan
dipublikasikan kepada seluruh masyarakat dapat menghambat proses penegakan
hukum dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual.

Transparansi merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap
rakyatnya karena dengan adanya transparansi artinya juga ada pengawasan dari
masyarakat yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi
maupun bentuk pelanggaran lainnya. Dengan adanya transparansi maka
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin meningkat karena
masyarakat mengetahui tentang pengelolaan pemerintah yang pada dasarnya
adalah untuk kesejahteraan rakyat sehingga masyarakat dapat mendukung

kegiatan dari pemerintah.

2.1.3 Desa

Desa pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 Desa dan Desa adat
atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di
hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil
yang di sebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar
(Bali) atau jorong (Sumatera Barat).

Karakteristik desa menurut Yabbar dan Hamzah (2015:17) terbagi atas
tiga hal, yaitu:
1. Karakteristik Fisik. Secara garis besar, daerah pedesaan memiliki ciri fisik

sebagai berikut:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

a. Terdapat perbandingan antara jumlah manusia dan luas tanah kecil.
b. Tataguna lahan di dominasi untuk sektor pertania.
c. Jenis dan teknik pertanian tergantung kondisi lingkungan.

2. Karakteristik Sosial. Corak kehidupan masyarakat di desa dapat dikatakan
masih homogen dan pola interaksinya horizontal, banyak di pengaruhi oleh
sistem kekeluargaan. Semua pasangan berinteraksi di anggap sebagai anggota
keluarga.

3. Karakteristik Ekonomi. Pada masyarakat pedesaan mata pencharian bersifat
homogen yang berada di sektor primer, yang bertumpu pada bidang pertanian,
peternakan dan termasuk juga perikanan darat.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan
berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu di lindungi dan
diberdayakan agar menjadi kuat, maju mandiri, dan demo kratis sehingga dapat
menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Landasan
tersebut juga menunjang pemerintahan yang di atasnya untuk mewujudka
tatakelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu
adanya tujuan dan asas pengaturan desa (yabbar dan hamzah, 2015:26)

Tujuan diterapkannya pengaturan desa dalam UU Nomer 6 Tahun 2014
pasal 4 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 188 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yaitu:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan
keberagamannya
sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia.

3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
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4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka,
serta bertanggung jawab; kesejahteraan umum.

6. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari
ketahanan nasional.

7. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional.

8. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

9. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan

asas pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 pasal 3
adalah:

1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.

2) Subsidiaritas,yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan
keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

3) Keberagamaan, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai
yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem
nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dab bekerja sama dengan
prinsip saling menghargai antara kelembagaan tingkat desa dan unsur
masyarakat desadalam membangun desa.

5) Kegotongroyongan, Vyaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk
membangun desa.

6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari
suatu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.

7) Musyawarah, vyaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut

kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang
berkepentingan.
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8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu
sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan
persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam
rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri.

10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Peran aktif
dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

11) Kesetaraan,yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran tanpa mengabaikan
gender.

12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

13) Keberlanjutan, vyaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi,
terintegrasi, dan kesinambungan dalam merancanakan dan melaksanakan

program pembangunan desa.

2.1.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 yang dimaksud
dengan keuangan desa adalah keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berdasarkan
Pasal 9 Permendagri Nomor 133 tahun 2014, pendapatan desa meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa
terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, transfer (dana desa, bagian dari hasil
pajak daerah dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan dari
APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan pendapatan lain-lain.
Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) pendapatan

desa bersumber dari:
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1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota.

5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

~

lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 pasal (6) , Dana

Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan Desa

dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan, meliputi: (a) pemenuhan kebutuhan dasar; (b) pembangunan sarana

dan prasarana Desa; (c) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (d)

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Alokasi

dana desa salah satunya diperoleh dari pemerintahan kabupaten/kota yang
bersumber dari APBN. Menurut Hariadi dkk (2010: 11-12) dalam penyusunan

APBD harus diperhatikan beberapa perinsin dasar berikut:

a. Partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan
penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat
sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam
pelaksanaan APBD

b. Transparansi dan akuntabilitas, APBD yang di susun harus dapat menyajikan
informasi secara terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat oleh karena itu,
setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan
sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang telah di tetapkan.

c. Disiplin anggaran, adalah (1) pendapatan yang direncanakan merupakan

perkiraan yang terukur yang secara rasional dapat dicapai untuk setiap
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sumber pendapatan, sedangkan belanja yang di anggarkan merupakan batas
tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran pengeluaran harus di dukung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup
dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak
mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD; (3)
semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui
rekening kas umum daerah.

d. Keadilan anggaran, alokasi anggaran dapat dinikmati oleh seluruh kelompok
masyarakat tanpa diskriminasi.

e. Efisiensi dan efektivitas anggaran, dana yang tersedia harus di manfaatkan
sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

f. Taat asas, penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan peraturan

daerah lainnya.

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Tatacara dan Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa, Dana Desa adalah dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Perhitungan dana desa pada Kabupaten Jember yaitu:
1) Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
a. alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada
setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa di

Kabupaten.
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b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa,
dengan bobot formulasi sebagai berikut:

1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk.
2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin.
3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dihitung dengan cara :

W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Kabupaten Jember

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk
miskin Desa Kabupaten Jember.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa
Kabupaten Jember.

Z4 =rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Jember.

3) Rumusan perhitungan Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara, Yyaitu

[(Alokasi Dasar) + (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)].

4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, bersumber dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang statistik.

2.1.6 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan
Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan
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Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi
Dana Desa dijabarkan sebagai berikut:
1. Perencanaan
Sekretaris Desa dapat menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa dengan menggunakan pagu indikatif pendapatan, belanja maupun

pembiayaan yang bersumber dari ADD berdasarkan RKPDesa tahun

berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati

bersama. Pengeluaran ADD yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat

dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan

menjadi Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa digunakan untuk:

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. tunjangan BPD.

c. operasional TP PKK Desa, LPMD dan Karang Taruna.

d. insentif ketua RT dan RW.

e. operasional Pemerintahan Desa

f. pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus didukung oleh

bukti yang lengkap dan sah. Pengeluaran ADD yang mengakibatkan beban
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pengeluaran ADD tidak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan
untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana
Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB. RAB diverifikasi oleh Sekretaris
Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan RPD pelaksana kegiatan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak
boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Berdasarkan SPP yang

telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan
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pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah
dilakukan selanjutnya dilakukan pencatatan pengeluaran oleh Bendahara.

Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dapat dilakukan
apabila terjadi:

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis
belanja.

b. keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan.

c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada
tahun berjalan.

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah

Kabupaten.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran. Dalam hal Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa telah dilaksanakan, maka Perubahan APBDesa dilakukan melalui
Peraturan Kepala Desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak
penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa, paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya. Kepala Desa wajib melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari setiap
tahap realisasi anggaran ADD kepada Bupati melalui Camat. Bukti
pendukung Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana yang direalisasikan
terakhir, diselesaikan paling lambat per tanggal 31 Desember tahun
berkenaan dan disampaikan kepada Bupati. Kepala Bagian Pemerintahan

Desa Sekretariat Kabupaten melalui Camat paling lambat pada akhir Bulan
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Januari tahun berikutnya. Bukti Pendukung Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Dana yang asli berada di Kantor Pemerintah Desa bersangkutan,
dengan copy/tembusan kepada Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa. Fungsi pengawasan pengelolaan ADD dilakukan
secara fungsional oleh pejabat yang berwenang meliputi Inspektorat
Kabupaten, BPKP, BPK dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan. Upaya penyelesaian penyimpangan maupun penyalahgunaan
Pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa,

Kecamatan dan Kabupaten.

2.1.7 Pembangunan Desa

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014,
pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 72
UU Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan
kesehatan), pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berupa ketercukupan kebutuhan
pangan, sandang, dan papan serta adanya peningkatan pendapatan masyarakat
desa serta berkurangnya kesenjangan antar warga dan kesenjangan antar desa
dalam satu kecamatan maupun kabupaten/kota. Peningkatan kualitas hidup
manusia dan penanggulangan kemiskinan dengan adanya peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) berupa peningkatan daya beli, akses terhadap

pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap lembaga keuangan.
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Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan. Ketiga tahap tersebut merupakan suatu dengan yang lainnya bukan
merupakan suatu tahap yang terpisah . apabila salah satu tahap tersebut tidak baik,
maka tahap-tahap yang lain dalam siklus tersebut juga menjadi tidak baik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014,
perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan Kkegiatan yang
diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa dengan melibatkan  Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan urusan masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Permendagri Nomor 114
Tahun 2014, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang di koordinasikan oleh kepala
desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan
guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan merupakan
upaya penyatuan masyarakat desa. Kekeluargaan adalah adanya rasa saling
memiliki atau bagian dari suatu masyarakat desa. Kegotongroyongan adalah
melakukan upaya secara bersama-bersama kegotongroyongan adalah melakukan
upaya secara bersama-sama untuk mempercepat suatu proses tersebut tanpa
adanya imbalan.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah
desa di dampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota.
Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD) dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain
melakukan koordinasi pendampingan di wilayanya. Pengawasan pembangunan
desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan masyarakat desa. Pengawasan dilakukan pada tahap
perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan
tersebut bertujuan memberikan umpan balik terhadap proses pembangunan desa
(Yabbar dan Hamzah, 2015:150).
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2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Romantis (2015) mengenai akuntabilitas
pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo
tahun yang membahas sistem akuntabilitas perencanaan,pelaksanaan serta
pertanggungjawaban alokasi dana desa diwilayah kecamatan Panarukan yang
hasilnya adalah pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan)
desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Dalam pelaksanaan
program Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Panarukan telah menerapkan
prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta tahap pertanggungjawabannya pun
sudah baik namun hanya memerlukan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto (2014) mengenai akuntabilitas
pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Umbulsari kabupaten Jember tahun
2012 yang membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban fisik dan
penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang hasil
pembahasannya adalah perencanaan program alokasi dana desa di 10 desa se
Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan
partisipatif masyarakat desa, pelaksanaan program alokasi dana desa tersebut telah
menerapkan prinsip partisipatif,responsif,dan transparan. Pertanggungjawaban
mengenai alokasi dana desa di kecamatan Umbulsari secara teknis maupun
pertanggungjawaban sudah cukup baik,dan program alokasi dana desa Pemerintah
kabupaten Jember mendapat respon yang positif dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Huri (2015) mengenai akuntabilitas
pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam proses pembangunan di
desa Dasri kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi yang hasil
pembahasannya adalah dalam tahap perencanaan pengelolaan dana ADD di desa
Dasri secara bertahap sudah menerapkan prisip akuntabilitas yang didukung
dengan prinsip transparansi, partisipasi dan responsif yang terwujud didalam
musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diikuti oleh kepala
desa,perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lemabaga pemberdayaan
masyarakat desa, tokoh masyarakat dan tim pendamping kecamatan dalam

merencanakan rencana kerja. Untuk tahap pelaksanaannya sudah menerapkan
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prinsip akuntabilitas yang didukung dengan partisipasi, transparans, dan responsif
dalam mengelola ADD sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera dalam
Peraturan Bupati.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan replikasi dari penelitian
yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan perbedaan penelitian ini dari
ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah, bahwa
bahasan yang akan di bahas mengenai akuntabilitas dan transparansi tidak hanya
sebatas sistem akuntabilitas perencanaan,pelaksanaan serta pertanggungjawaban
alokasi dana ataupun pertanggung jawaban fisik dan penerapan sistem
akuntabilitas ADD melainkan juga dampak dari akuntabilitas serta transparansi
ADD bagi masyarakat sekitas, apakah alokasi dana desa sudah tepat dalam
pengalokasiannya serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembanguann

desa.
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Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan dimensi antara peneliti dengan peneliti

No | Namadan | Judul Hasil penelitian Persamaan | Perbedaan Jumlah
Tahun subjek
Peneliti
Romantis Auntabilitas Dalam pelaksanaan sistem Menbahas 1
(2015) pengelolaan program Alokasi akuntabilitas | adanya kecamatan

alokasi dana Dana Desa (ADD) di | perencanaan, | dampak
desa di kecamatan pelaksanaan | akuntabilitas
kecamatan Panarukan telah serta dan
Panarukan menerapkan prinsip | pertanggungj | transparansi
Situbondo transparansi dan awaban ADD bagi
2014 akuntabilitas, serta alokasi dana | masyarakat
tahap desa
pertanggungjawaban
nya pun sudah baik
namun hanya
memerlukan
bimbingan dari
pemerintah
kecamatan
Arifiyanto | Akuntabilitas | Pertanggungjawaban | Pertanggungj | Peraturan 10 desa
(2014) pengelolaan mengenai alokasi awaban fisik | pemerintah
alokasi dana dana desa di dan terbaru serta
desa di kecamatan penerapan analisis
kecamatan Umbulsari secara sistem dampak
umbulsari teknis maupun akuntabilitas | akuntabilitas
Kabupaten pertanggungjawaban bagi
Jember tahun | sudah cukup masyarakat
2012 baik,dan program
alokasi dana desa
Pemerintah
kabupaten Jember
mendapat respon
yang positif dari
masyarakat
Huri Akuntabilitas | Untuk tahap Analisis Pertanggungj | 1 desa
(2015) pengelolaan pelaksanaannya tahap awaban fisik
dan sudah menerapkan perencanaan | dan
pemanfaatan prinsip akuntabilitas ADD penerapan
alokasi  dana | yang didukung sistem
desa dalam | dengan partisipasi, akuntabilitas
proses transparans, dan serta dampak
pembangunan | responsif dalam akuntabilitas
di desa | mengelola ADD bagi
Tegalsari sesuai dengan masyarakat
kabupaten pedoman dan
Banyuwangi. prosedur yang tertera

dalam Peraturan
Bupati
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2.3 Kerangka Pemikiran

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

A 4

PP No 47 2015 tentang Pelaksanaan
UU No 6 Tahun 2014

Y
Peraturan Bupati Jember Nomor 13
Tahun 2015

Tentang Pedoman Pengalokasian
Dana Desa

\ 4
Peraturan Bupati Jember Nomor 19
Tahun 2015

tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa

A 4

Pelaksanaan ADD di Tingkat Desa

A 4 A 4 \ 4

Perencanaan ADD Pelaksanaan ADD Pertanggungjawaban
A\ 4 A 4 \ 4
Partisipatif Transparansi Akuntabilitas
Transparansi Akuntabilitas
v \ 4 \ 4
Dampak Dampak Dampak

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:12) pada buku
metodologi penelitian bisnis menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan
paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-
masalah dalam kehidupan sosial dalam kondisi realitas atau natural setting yang
holistik, kompleks, dan rinci. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian
terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi, tipe
penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau

organisasional), kejadian, atau prosedur.

3.2 Jenis dan Sumber Data
Indriantoro dan Supomo (2014:146-147) menjelaskan sumber data terdiri atas dua
bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu:
1. Data primer
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli . penelitian ini data primer diperoleh dari
wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung
dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Kasiyan Timur kecamatan
Puger.
2. Data skinder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara
tidak langsung melalui media perantara . data sekunder diperoleh peneliti
adalah dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di kantor desa

Kasiyan Timur .

62
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3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:146-
157) teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif diperoleh dari:
1) Wawancara
wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti.
2) Dokumen
Dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain: faktur, jurnal,
notulen hasil rapat, dan dalam bentuk laporan program.
3) Observasi
Observasi yaitu proses pencatatan pola prilaku subjek (orang), objek (benda)
atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertannyaan atau komunikasi
dengan individu-individu yang diteliti.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dampak akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana
Desa (ADD) ini adalah desa Kasiyan kecamatan Puger kabupaten Jember yang
beralamat di Jalan. Pb Sudirman Nomor 02 desa Kariyan Timur Puger Jember
Jawa Timuer 68164. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena alokasi
dana desa Kasiyan cukup besar sedangkan jumlah penduduknya lebih sedikit
dibandingkan dengan desa sebelahnya yaitu Kasiyan Timur , hal ini terlihat pada
kondisi pembangunan desa tersebut sehingga apakah dapat memberikan dampak

yang positif bagi kehidupan masyarakat desa atau sebaliknya.

3.5 Keabsahan Data

Untuk menguji sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat
mewakili realitas atau gejala yang diteliti maka digunakan teknik triangulasi.
Triangulasi diartikan  sebagai  teknik  pengumpulan data  yang
bersifatmenggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data

yang telah ada. Jika melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka
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sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekligus menguji kredibilitas data,

yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari

berbagai sumber data.

Indikator akuntabilitas:

1.

Akurasi (tingkat ketelitian,profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan
prasarana, kejelasan aturan, acuan, dan kedisiplinan).

Sesuai dengan standar yang berlaku.

Dapat di pertanggungjawabkan secara terbuka (transparan).

Penyimpanan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayana.

Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara
berkala sesuai mekanisme yang berlaku.

Tersediannya mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian
dalam pelayanan publik, atau jika keluhan atau pengaduan masyarakat
atau pengguna jasa tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan.

Indikator transparansi :

1.

Adanya keterbukaan dan standarisasi dari semua proses proses pelayanan
publik.
Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan- pertanyaan publik tentang
berbagai kebijakan, pelayanan publik dan proses-proses didalam sektor
publik.
Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi

dan penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2012: 178) untuk menguji keabsahan data yang di

peroleh digunakan teknik Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi

sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik drajat kepercayaan suatu

informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif,

hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

65

dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang di katakan orang-
orang di depan umum dengan apa yang di katakannya secara pribadi; (3)
membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian
dengan apa yang di katakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan
dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang
seperti rakyat biasa, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara

dengan isi suatu dokumen yang terkait.

Atas dasar langkah tersebut, dalam penelitian ini, analisis data dilakukan

sebagai berikut:

1. Peneliti mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan

2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir untuk data
yang dianggap penting dan melakukan pengkodean data.

3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden
dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang bersifat repetitif
atau tumpang tindih dihilangkan.

4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru
diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan
tertulis dilapangan.

5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk
satu kesatuan, selektif dan dipahami.

6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan meninjau ulang di lapangan untuk
menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang

diperoleh diinterpresentasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.
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3.7 Kerangka Pemecahan Masalah
Berdasarkan uraian dalam pendahuluan, kajian teori dan metode
penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai

kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:

Mulai
A4
Data primer Pengumpulan data Data sekunder
Wawancara Dokumen terkait
v
Observasi
Analisis Data
Analisis deskriptif

Teknik Triangulasi

v

Hasil

v

Kesimpulan
v

Selesai

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Akuntabilitas dan
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Kasiyan
Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jembar yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan
Preraturan Bupati Nomer 13 Tahun2015 dimana semua proses memang
dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada , sedangkan untuk tahap
pertanggungjawaban dan pengawasan mengalami sedikit kendala salah satunya
dalam jangka waktu pelaporan SPJ yang dikarenakan sering terjadi keterlambatan
dalam pencairan ADD dari pemerinta kabupaten, pengelolaan ADD di Desa
Kasiyan Timur secara keseluruhan dapat dikataka telah sesuai dengan Preraturan
Bupati Nomer 13 Tahun2015 yaitu sebesar 88,9%.

Dampak dari adanya kasus korupsi pada tahun 2015 di Desa Kasiyan
Timur menjadikan Pemerintahan Desa Kasiyan menunjukkan kinerja yang lebih
baik di taun-tahun berikutnya seperti adanya beberapa program pemerintah yang
sudah banyak terealisasi pada tahun 2017 salah satunya pmbangunan PAUD
kegiatan ibu PKK. Dari segi Akuntabilitas dan Transparansi pelaporan keuangan
sudah sesuai antara pencatatan dan fisik meskipun menemui hambatan dalam
jangka waktu penyampaiaan SPJ vyaitu seringkali tidak tepat waktu dalam
penyampaiaannya. Pemerintah Desa Kasiyan Timur juga berusaha terbuka dalam
penyampaian informasi kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan papan
proyek dari setiap kegiatan yang telah di lakukan ,dari papan proyek tersebut
masyarakat dapat memperoleh informasi dana yang di peroleh dari siapa dan
untuk apa saja hal ini dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Kasiyan Timur Guna

memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

60
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5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian mengenai Dampak Akuntabilitas dan
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembanguna Desa Kasiyan
Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember:
1. Penelitian dilakukan sebatas pada pengelulaan ADD saja
2. Wawancara yang dilakukan tidak melibatkan pihak eksternal seperti

masyarakat dan pihak pemerintahan

5.3 Saran
Saran pada penelitian mengenai Dampak Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembanguna Desa Kasiyan Timur
Kecamatan Puger Kabupaten Jember:
1. Penelitian dilakukan seharusnya tidak sebatas pada pengelolaan ADD tapi bisa
pada sistem desa dan pengelolaan manajemennya.
2. Wawancara yang dilakukan melibatkan pihak eksternal seperti masyarakat dan

pihak pemerintahan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

62

DAFTAR PUSTAKA

Arifiyanto, Febri Dwi.2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di
Kecamatan ~ Umbulsari Kabupaten  Jember  Tahun  2012.
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56829. Tidak
diterbitkan.Universitas Negeri Jember.

Faridah, dan B. Suryono. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jurnal. 4
(5): 3-4.

Hariadi, Pramono., Y. E. Restianto, dan L.R. Bawono. 2010. Pengelolaan
Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Huri, Valentina Risti.2015. Akuntabilita Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi
Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan
Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65924.Tidak diterbitkan.
Universitas Negeri Jember.

Indriantoro, Nur. dan B. Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis.
Yogyakarta:BPFE

Jatim Times. 2015. http://www.jatimtimes.com/baca/102648/20150821/141904/
diduga-korupsi-warga-desa-kasiyan-desak-kaur-keamanan-dicopot-/. [
Diakses pada 1 Maret 2017].

Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif.Bandung: Remaja
Rosdakarya

Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 .Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa. 6 Mei 2015

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015.Pedoman Pengalokasian Dana
Desa.2 Februari 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2055. Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 30 Juni 2015.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007.
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.24 Juli 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.
Pengelolaan Keuangan Desa.31 Desember 2014. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

63

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014
Tentang. Pembangunan Desa. 31 Desember 2014. Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094.

Renyowijoyo, M. 2013. Akuntansi Sektor Publik Organisas Non Laba. Edisi 3.
Jakarta: Mitra Wacana Media.

Romantis, Ainurronma Puteri.2015. Akuntabilitas Pengeolaan Dana Desa di
Kecamatan  Panarukan  Kaubaten  Situbondo  Tahun  2014.
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65226. tidak diterbitkan.
Universitas Jember.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang.Keterbukaan
Informasi Publik. 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang.Desa. 15
Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5495. Jakarta.

Yabbar, R., dan A. Hamzah. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa. Edisi Revisi.
Surabaya:Penerbit Pustaka.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

64

Lampiran A. Lembar Wawancara Penelitian

WAWANCARA PENELITIAN

Identitas nara sumber

Kepala Desa : Hariyanto
Sekertaris desa : Sugeng Wahyudi
Bendahara Desa : Endang

Kasur Keuangan : Jubaidah

Pertanyaan Wawancara

A. Perencanaan

1. Apakah jumlah ADD sudah ditentukan berdasarkan perhitungan ADD
merata dan proporsional?

Iya

2. Apakah perencanaan ADD di dahului dengan muserembangdes yang
melibatkan BPD, LPMD dan tokoh masyarakat lainnya?
lya, awalnya musdus ( musyawarah dusun ) lalu ke Musdes (musyawarah
desa) baru ke musrembangdes dari situ kita tau hal apa saja yang akan di
kerjakan setelah itu rapat ke kecamatan dan di tindaklanjuti ke kabupaten
untuk mennetukan alokasi mana yang harus dilaksanakan untuk tahun
depannya .

3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD?
Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti musyawarah perencanaan
ADD , seperti dalam musdus itu kita kan juga mengundang tokoh-tokoh
masyarakat dari setiap dusun, dari situ mereka nanti juga ikut
mengusulkan apa saja yang perlu di benahi dari setiap dusun yang
mempunyai permasalahan ,seperti tahun kemarin dusun kerajan 1
mengusulkan untuk membangun plengsengan untuk jalur transportasi
pertanian .

4. Apakah kepala desa menyusu RPD berdasarkan hasil musrembangdes

mengenai RPJMDes?
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lya, dalam hal ini kepal desa menyesuaikan peraturan yang ditetapkan
pemerintah yaitu kalo dulu itu pembuatan PRIJMDes itu 6 tahun sekali
namun kemaren ini ada perubahan yaitu pembuatan RPJMDes menjadi 5
tahun sekali. Dan kebetulaan tahun 2016 lalu RPJMDes baru di buat
bertepatan denagn pergantian kepala desa baru.

. Apakah dalam RPJMDes tersebut sudah memuat rencana Kkerja
pembangunan desa tahunan ?

RPJMDes memang sudah memuat rencana kerja pembanguan desa setiap
tahunya, ya dari musyawarah-musyawarah yang di laksanakan itu.

. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan dalam pengelolaan
ADD?

Yang terlibat dalam proses perencanaan ADD itu seperti perangkat
desa,BPD, LPM ,setra tokoh-tokoh masyarakat

. Apakah kendala dalam tahap ADD jika ada bagaimana cara mengatasinya?
Sejauh ini yang sering menjadi kendala itu masalah penentuan pagu , jadi
kita itu menyesuaikan dana dari kabupaten ,apakah dana yang di beri itu
cukup apa tidak dalam pelaksanaannya , seperti contoh kita akan
mengaspal jalan di dusun kerajan 2 nah itu kita kan juga harus
memperhatikan dananya berapa biasanya jika perencanaan itu di susun
tahun 2017 maka pelaksanaannya adalah di tahun 2018 sedangkan kita
hanya merengreng dananya saja atau hanya memperkirakan danna yang
dibutuhkan berap itu yang memakan fikiran. Sedangkan kita juga belum
tahu dana dari kabupaten itu berapa .

. Apakah rencana penggunaan dana ADD tersebut diberikan kepada tim
pendamping kecamatan untuk dilakukan verifikasi?

Pasti, kalo tidak di verifikasi kan nanti tidak tahu mana saja yang akan di
laksanakan oleh desa.

. Apakah masyarakat dan PBB ikut melakukan pengawasan dalam tahap
perencanaan ADD?

lya pasti
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10. Bagaimana jika bupati menyatakan bahwa hasil evaluasi rencana peraturan

desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan?
Mekanismenya jika hasil evaluasi rencana peraturan desa tentang
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan maka akan dilakukan perubahan, dan mekanismenya
mulai dari awal lagi dan akan di serahkan ke kecamatan untuk di evaluasi
Jlalu ke kabupaten

B. Pelaksanaan

Bagaimana tahap pelaksanaan ADD?
Setelah perencanaan kita masukkan rencana ADD tersebut ke kecamatan
nantik dari kecamatan sendiri akan dimasukkan ke kabupaten, baru nanti
Kita tau setelah pagunya sudah turun baru kita mengusulkan apa saja yang
akan di laksanakn sesuai dana yang diterima dari kabupaten ,jadi Kita
mencukupkan ,

2. Siapa saja yang terlibat dalam proses ADD?

Yang terlibat itu para prangkat termasuk kepala desa dan sekertaris desa,
nanti kalo memang ada pemberdayaan baru pihak LPM ikut serta dalam
pelaksanaan.

3. Apaka semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa?
lya semua dilaksanakan melalui rekening kas desa.

4. Apakah kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa
yang menjadi wewenang dan taggungjawabnya?

Kalo memang suatu kewajiban dari kepala desa maka kepala desa pasti
akan mengintensifkan hal tersebut.

5. Apakah pemerintah desa dialarang melakukan pungutan selain dari yang
ditetapkan dalam peraturan desa?
lya , karena setiap apapun yang dilakukan itu sudah ada perdesnya,

peraturan untuk kepala desa juga ada.
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Digunakan untuk apa saja ADD yang di terima, lalu sarana dan prasarana
apa saja yang sudah di bangun dengan dana ADD?

Tahun kemaren ini kebanyakan dana yang dari ADD ini bangunan paut
depan dalaidesa, peningkatan tembok makam dan penerangannya,
pengadaan papan nama, gedung aula desa, pengerukan walet juga
anggaran kegiatan ibu PKK, posyandu, karang taruna, linmas, LPM
(anggaran yang di gunakan LPM seperti biya atk serta oprasionalnya).
Apakah setiap pengeluaran harus di dukung dengan bukti yang lengkap
dan sah?

Pasti setiap pengeluaran harus disertai bukti yang sah.

Apakah pengeluaran yang terjadi tidak dapat dilakukan sebelum rancangan
peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa?

lya, jadi kita masih menunggu pgunya datang dan di verifikasi baru kita ke
tahap pelaksanaan , meskipun itu terjadi di akhir tahun kita ngebut
pelaksanaannya ya di akhir tahun itu.

Apakah bendahara wajib memungut pph serta penyetoran seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan?

lya pasti itu ada peraturannya sendiri nantik.

Apa ada kendala dalam proses pelaksanaan ADD? Jika ada bagaimana
solusinya?

Alhamdullilah tidak ada, soalnya kan semua sudah di atur mulai awal ,jadi
setelah dana turun kita tinggal melaksanakan dari acuan APBDesa itu .
Bagaimana proses penyaluran dan pencairan ADD?

Pencairannya melalui kepala desa dan bendahara desa terus nyampek sini
kita baru melihat APBDesa nya apa yang mau di laksanakan.

Apakah masyarakat serta BPD ikut serta mengawasi dalam pelaksanaan
ADD?

lya ,soalnya kan tau apa yang hendak mau di kerjakan jika tidak di
kerjakan maka masyarakat bisa protes kenapa tidak ada pelaksanaan dari

perencanaan yang sudah ditetapkan
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13. Bagaimana jika terjadi perubahan APBDesa? Dan apa penyebabnya?
Jika ada perubahan APBDesa itu biasanya ada anggaran tambahan dari

kabupaten, baru nanti akan ada perubahan

C. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

1. Bagaimana proses pertanggungjawaban serta bagaimana proses
pengawasan dariADD?
LPJ sendiri itu biasanya dilaporkan tergantu berapapersen dana yang telah
di pakai tergantu setiap tahap-tahap dari kabupaten, yang dulu itu sempat
ada pembagian dana sebesar 60% dan 40% dana turun , jadi selama dana
itu turun 60% turun dan bisa di laksanakan maka kita akan buat LPJnya
dan untuk pengadaan selanjutnya maka LPJ itu kita buat juga dan nanti
baru akan di periksa pihak kecamatan lalu baru kalo sudah mencapai
100% nanti akan di periksa pihak dispentorat

2. Apakah SPJ dilakukan tepat waktu?
SPJ memag jelas harus disampaikan tepat waktu, untuk secara
mekanismenya penyampaian SPJ itu paling lambat 31 desember, namun
secara prakteknya kadang juga ada dana yang turun tanggal 28 desember,
hal ini kan juga tidak mungkin dilakukan pelaksanaan pembangunan
ataupn kegiatan dalam waktu singkat oleh karena itu biasanya
pelaksanaannya dilakukan pada bulan januari tahun berikutnya , jadi untuk
tepat atau tidaknya kita tergantung dari kabupaten dananya turun kapan ,
seperti itu.

3. Apakah  masyarakat  dapat mengakses  iformasi  mengenai
pertanggungjawaban ADD?
Setiap pembangunan yang di lakukan nanti ada papan proyek (papan
pengumuman) jadi masyarakat bisa tau dari mana danaitu dan untuk apa
dana itu , jadi pengawasan pertama itu sebenarnya adalah masyarakat, Kita

berusaha terbuka.
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PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR |
NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG i

s‘?

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA |
DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

TR D B L L e
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PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR

KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER

Menimbang

Mengingat

10.

PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
NCMOR ©| TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa KASIYAN TIMUR tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran
2015

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
1 : dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 113 Tahun 2014 tentang
] Pengelolaan Keuangan Desa;

i 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014 tentang;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 ;

i 15. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran
i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2015 ;

| 16. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelalaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015

17. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten
Jember Tahun 2015

18. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015

20. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/197/012/2015 tentang Besaran
Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember tahun 2015 ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR

MEMUTUSKAN
Menetapkan - : RANCANGAN PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2015
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut;
1. Pendapatan Desa Rp. 909.876.947,-
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  Rp, 476.899.204, -

b. Bidang Pembangunan Rp. 410.977.743,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 0,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 22.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0-
Jumlah Belanja Rp. 909.876.947,-
Surplus/Defisit Rp. 0,-
. Pembiayaan Desa
a, Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan P 1085 AL

Selisih Pembiayaan (a—b ) Rp. -
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Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa gunal

pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam

Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa,

Ditetapkan di KASIYAN TIMUR
Pada tanggal, 2015

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

ttd

HARIYANTO
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Menimbang :

Mengingat

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR

DAN
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

NOMOR O\ TAHUN
NOMOR O\ TAHUN 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR

10.

11.

12.

DAN
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan
bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan
Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa
KASIYAN TIMUR; 3

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahuri 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa:
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Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Oaerah Kabupaten Jember fNomor 3 Tahun 2014 tentang;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun
2015;

15. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun
2015;

16. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015

17. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Jember
Tahun 2015

18. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di
Kabupaten Jember Tahun 2015

19. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ /012/2015 tentang
Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember tahun 2015 ;

20. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ /012/2015 tentang
Besaran Dana Desa di Kabupaten Jember tahun 2015 ;

21. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ /012/2015 tentang
Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di
Kabupaten Jember tahun 2015 ;

MEMUTUSKAN :

: PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KASIYAN TIMUR TENTANG

PERSETUIUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN
DESA.

Pasal 1
Rancangan Peraturan®Desa KASIYAN TIMUR yang telah disetujui bersama
menjadi Peraturan Desa KASIYAN TIMUR adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KASIYAN TIMUR
TAHUN 2015

Pasal 2
Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam lampiran persetujuan befrsama ini.

Pasal 3
Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : KASIYAN TIMUR
Pada tanggal : 2015

oy
&

‘_ﬁ&m YJJ NTO

" SALAM HADI, $.d
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W DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KASIYAN TIMUR

Tanggal : 07 Agustus 2015
Tempat : Kantor Desa Kasiyan Timur

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA XASIYAN TIMUR TAHUN 2015
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POKUMEN
HASIL MUSRENBANG DESA TAHUN 2016
DALAM RANGKA

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2017

DESA KASIYAN TIMUR
KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER
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BERITA ACARA
Musrenbang Desa/Kelurahan

Berkaitan dengan rencana pslaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan tahun 2016 di Desa Kasiyan
Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 13 Januari 2016
Jam . pukul 08.30 s.d. pukul 11.00 WIB
Tempat . Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember

Telah diselenygarakan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dibadiri oleh wakil — wakil dari kelompok,
dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam
Daftar Hadir ierlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak seiaku unsur pimpinan
rapat dan narasumber adalah :
A. Matori atuu Toplk

Musrenbang Desa Kasiyan Timur tahun 2016 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Cose Tahun 2017

B. Unsur Plrplnan Rapat dan Narasumber
Peminiin Rapat : SALAM HADI dari Ketua BPD
Sekretaris / Notulen : SUGENG WAHYUDI dari PIt. Sekretan, Desa
Narasumber : 1. HARIYANTO dari Kepala Desa

2. M. YUSUF dari Stal PMD Kecamatan Puger

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap malon atq i topik di atas selanjutnya seluruh
peserta Musrenbang Desa™elurahan menyetujul serta mginutuskan beberapa hal yang
berketotapan monjadl Koputusan Akhir darl Musrenbang Dssa/Kelurahan yaitu: Menetapkan

Proorar saru:d :fan prasamone, usaha gkonorni progduklif dan sosigl budaysa.

Kepulusan ¢l secara @ musyuwarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voling

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jewab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasiyan Timu |, tanggal 13 Januari 2015

Pimpinar: idusrenbang

Mengalah i dan Manyetujui,
Wakil dari Feserla Musrenbang Desa/Kelurahan

Narna Alamal
1. EVA TRIASTUTIK Dusun Krajan 01
2. KHOTIB Dusun Krajan 02
3, AHMAD SUPHIYADI Dusun Krajain 01
Catatan : ‘
* > coret yang tidak perlu
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prM 1.1

hswKsluranan : KASITYAN TIMUR
hcamatan  : PUGER
Poupaten/iola | JEMBER

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

78

bhun 12018
TARGET/ KETERANGAN
JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME (PEMBIAYAAN)
1 2 3 4 5
|Sarana dan Prasara
1 |Peningkatan Temboi Makum & Penerangan Krajan | RW.16 250 m ADD
2 |Plangsengan Krajan | RW.18 1,40 x 350 m oo
3 |Plengsengan Depan Masjid Alhidayah Krajan | RW.18 1 %500 m oo
4 |Rehab Jembatan Sedengan Krajan | RT.02 RW.28 1 unit BGH
5 |fahab Jembatan Karang Genting Krajan | RT.0Z RW.25 1 unit BGH
6 [Plangsengan Krajan | RT.03 RW.25 1x250m oo
7 |Drainasa Depan Poipos Krajan | RT.01 RW.24 1,5x400 m oD
8 |Piengsangan Drainase Krajan | RW.22 1x03x500m oC
| 9 |Plengsengan Tiku'an Krajan | RW.27 100 m DD
10 |Pembanguran Bendungan Atour Krajan | RT.03 RW.15 1 unit DD
11 |Pengaspalan Jalan Krajan || Gg 02 25x250m (o]
2 |Pengaspalan Julan Krujun || Gg 03 2,54¢300m oo
|13 |Pengaspalan Jaian rrajan Il Gg 04 254300m [#]4]
ta |Pungaspalon Jalan Funjan Il Gg 05 2,54250m {19}
15 |Pengadaan Papan Nania (Neon Box} Kuujan | Kantor Dosa 1 unit ADD
16 |Pembangunun Gedung PAUD Krajan | 1 unit ADD
17 |Pengerukan Walet Krojun | dan |l ADD
1 |Paembangunan Gedung «uly Desa Krajan | 1 Unit ADD
Uwaha Ekonenil Produstit
1 |Pundataan dan Update Lata Profil Desa [Jesa 1 % per tahun ADD
7 |Pendataan Aset Dosa Desa 1 x partahun ADD
4 |Rehap Los Pasar Krajan | 4 unit DD
4 |Punbangunan Koperssi Desa Krajan | 1 unit oo
4 |Panetapan BUMDes Deua 1 kall ADD
lduslsal Budays
Prambinaun Anggota PRI LCosa 1 kall partahun ADD
¢ |Pumbinasn Gapokian Krajen | dan Il 1 kall pertahun ADD
4 |PMT Balita dan Bumii Krajan | dan Il 12 x pertahun ADD
4 |Mubeler FAUD dan AFE Krajanl 20 unlt ADD -
5 |Mabeler TK Krajan | dan Il 10 wnit ADD
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FORM 1.2

DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAI
APBDeza, SWADAYA DAN KERJA SAMA PIHAK Ill
| Dosa/Kelurahan : KASIYAN TIMUR

Kecamatan  : PUGER
Kabupaten/Kota | JEMDER
. Tahun ;2018
i . TARGET/
IND JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME KET
i 7 3 4 5
Sarana dan Prasarana
1 |Peningkatan Tembok M.kam & Panarangan Krajan | RW.16 250 m ADD
¢ |Plengsengan Wrajuts | IRW.18 1,40 x 350 m oD
1 {Plengsengun Depan b i Alhidayah Krajun | RW. 18 1x500m oo
| 4 IRehab Jembatan Sadenjan Krajun | RT.02 RW.28 1 unit HGH
5 |Rohab Jombatan Karany Genling Krajon | RT.02 RW.25 1 unil BGH
5 |Plangsengan Krajan | RT.03 RW.25 1%250m {o]0]
7 |Drainase Depen Polpos Krajon | RT.01 R .24 1,5x400m oD
¢ |Plangsengan Dreinasa Krajun | RW.22 1%03x500m oo
| 4 |Piungsengan Tiku'an Fawjun | HW.27 00m 8]0}
| 1y [Peinbangunan Bondungun Alour Krajun | RY.03 RW.15 1 unit oD
\ﬁ Peogaspalon Julan Krajan || Gg 02 25x250m oo
Pengaspalan Jalan Krajan || Gg 03 2,5x300m oo
Pengaspalan Jalan Krajon || Gg 04 25x300m [8]0]
14 |Penguspalan Jalan Krajan Il Gg 05 28x250m [2]s}
15| Pongadonn Hapan Nome (Huan ox) Krojun | Kanlor Dese 1 unit ADD
(16 |[Pembangunan Geuung PAUD Krajan | 1 unit ADD
17 |Pumbangunsn Gedung Aula Dosa Rrajan | 1 Unit ADD
Uu.iha Ekonoml Produatil
1 |Ro:ap Los Pasar Krajan | 4 unit oo
| 2 |Pecnbangunan Kopurpy! Dusa Krajun | 1 unh oD
Soulsal Buduys
1 |Pombinaan Anggota PKK Desa 1 kall pertghun ADD
2 [Pombinaan Gopokian Krajun | dan 1| 1 kall pertahun ADD
3 |Wiuleier PAUD dan AP Faiajian | 20 unit ADD
4 |Mobaler TK Krajan | dan Il 10 unit ADD
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" oim 1.3

urahan : KASIYAN TIMUR
matan  : PUGER
jpaten/Kata : JEMBER'

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG
AKAN DIUSULKAN KE KECAMATAN MELALUI MUSRENBANG

Wn 12016
B TARGET/ KETERANGAN
(4] JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME (PEMBIAYAAN)
i 2 3 4 5
Saruna dan Prasaruna
1 |Plengsangan Depan Masjid Ahidayah Krajan | RW.18 1 x500m oo
2 |Rehab Jembatan Sadengan Krajan | RT.02 RW.20 1 unil BGH
3 |Rehab Jembatan Karang Genling Krajan | RT.02 RW.25 1 unit BGH
4 |Drainase Depun Poipus Krujan | RT.01 RW.24 1,5 x400m oD
5 |Pembangunan Bendungan Alour Krajan | RT.03 RW 15 1 unit oo
i |Pengaspalun Jalan Krujun Il Gg 03 2.6 x300m oD
7 |Pengaspalan Jalan Krwjun |1 Og 04 2.8 x300m oD
§ |Pengadaan Papan Nama (Noon Dox) Krajan | Kartor Deso 1 unit AID
8 |Pembangunan Godung PAUD Krajan | 1 unlt AD
10 |Pembang Gedung Aula Desa Krajun | 1 Unit ARD
Usana Ekonoml Prodund! .
1 |Rehup Los Pasar Krajan | 4 unlt [k
5 |Pan nangunan Koperasi Dat:. Krotan | 1 unit ch
Lol Butayu
1 |Pembinaan Anggots PKR Desa 1 kall pitahun ADD
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b 14

UAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI | PESERTA
MUSRENBANS KECAMATAN TAHUN 2018

hiolurahan : KASIYAN TIMUR

natan : PUGER
paterKote : JEMBER

12010
| URAIAN /
Dl NAMA ALAMAT PENJELASAN KETERANGAN
e 2 3 4 §
| |SUGENG WAHYUD! Krajan Il Pit. SEKDES
! ISMUHADI Krajan 1l LPMD
| [HENDRO SAPUTRO Krajan i BPD
| [EVA TRIASTUTIK Krajun | KETUA PKK
| ILAILY MUNADIROH Krajun | KPMD
KET! \LMPD
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; DAFTAR HADIR
MUSRENBANG TINGKAT DESA TAHUN 2016
UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2017
DESA KASIYAN TIMUR KEC. PUGER KAB. JEMBER

NO NAMA ALAMAT TANPA TANGAN
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Lampiran D. Lembar APBDesa

Lampiran Peraturan Desa Kasivan Tin

Nomor
Tahun 2015
Tentang : Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE ANGGARAN
REKENING b (Rp.) o
2 3 4
1 PENDAPATAN
1[1 Pendag Asli Desa
111]1 Hasil Usaha Desa
11112 Hasil Aset
Sewa Tanah Kas Desa
1] 113]|  |Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rayeng
1|1]4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1|2 Pendap Transfer
1j211 Dana Desa
1| 2] 2| [Bagian dari hasil pajak & Restribusi daerah kabupaten | kota
112]3 Alokasi Dana Desa
1| 2| 4| [Bantuan Keuang
1] 2| 4| 1|Bantuan Propinsi
1| 2] 4] 2|Bantuan Kabupaten / Kota
|
B Pendag Lain - lain
11381 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
113|2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
2|1 Bidang F iggaraan F han Desa
2[1]1] [p ilan Tetap dan Tunjang >
2] 1] 1] 1|Belanja Pegawai

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Peranghkat

1. Kepala Desa : 1 Org x 12 bln x 2.000.000

2. Sekretariz Desa non PNS : ...

3. Kepala Urusan 7 Org x 12 bin x 1.500.000

4. Kepala Dusun 2 Org x 12 bin x 1.500.000

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

1. Kepala Desa 1 Org x 12 Blu x 4,000.000

2. Pit. Sekretaris Desa 1 Org x 12 bin x 666.700

3. Kaur Pemerintahan 1 Org x 12 bln x 383.400

4. Kaur Ekbang 1 Org x 12 bin x 383.400

5. Kaur Ki 1 Org x 12 bln x 383.400

6. Kaur Kesra 1 Org x 12 bln x 383.400

7. Kaur Umum 1 Org x 12 bin x 383.400

8. Kaur Pamong Tani 1 Org x 12 bin x 333.400

9. Kaur Ki 1 Orgx 12 bln x 333.400

10. Kepala Dusun Krajan I 10rg x 12 bin x 430.000

11. Kepala Dusun Krajan Il 10rg x 12 bin x 430.000

12.Pemb Kasun 1 Org x 12 bin x 208.400

- Tunjangan BPD

ADD

1. Ketua BPD 1 Org x 12 bin x 425.000
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HODE

URAIAN

KETERANGAN

2

(Rp.)
3

2. Wakil Ketua BPD 1 Org x 12 bln x 400.000

3. Sekretarsi BPD 1 Org x 12 bin x 400.000

4. Anggota BPD 8 org x 12 bln x 375.000

[M]

o ) ?

n:mw

1. Honor Bendahara Desa : 12 bin x Rp. 300.000,-

2. Uang Lembur 5xRp.250.000,-

ADD

3. Bantuan Uang Transport Petugas Pemungut Pajak

BGH

Belanja Barang dan Jusa

1. Alat Tulis Kantor

TKD,ADD,BGH

2. Benda Pos

3. Cetak [Penpgandaan

- Cetak Surat, Amplop, Bulu DIl

- Foto Copy

4. Pakaian Dinas dan Atribut

5. Pakaian Kerja

ADD)

= Pakaian kerja : 12 buah X Rp. 250.000

6. Alat dan Bahan Kebersit

TKD!

- Pembersih Lantai 1 bush

- Soreng Sampah 1 buah

= Sapu Lidi 2 @10.000

- Sapu 2 buah

— Sekrop sampah 2 buah

- Sabit 2 buah

- Cangkul 1 tuah

- Timba 5 buah

- Linggis 1 buah

- Kaun Pel 1 bush

~ Sikat Lantai 2 buah

~ Remoceng 1 buah

7. Perjalanan Dinas

8. Pemeliharaan

- Pemeriharaan, servis (Komputer, Printer, Sepeda Motor dll)

9. Air, Listrik, Internet

ADD

10. Honor kebersihan kantor 1 x 12 x Rp. 160.000

TED

11. Konsumsi Rapat Dinas

12. Operasional Pemerintahan Desa

~ Kepala Desa (Cek Siskamiing, Pembinaan BT/ RW all]

13. Insentif RT / RW

ADD

Belanja Modal

1. Laptop 2 x @ Rp. 5.000.000

ADD

2. Printer

ADD

3. Mcja Plastik S0x@Rp.50.000,-

ADD|

4. Sound Control

ADD

5., Stand Mic 3 x @ Rp. 100.000

ADD)

6. Pajak TKD

TKD

0 jonal EPD

-

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

~ Penggandaan

= Konsumai Rapat

TKD

Op RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

= ATK

- Penggandaan
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KODE

REKENING

(Rp.)

KETERANGAN

= Konaumsi Rapat

Bidang F

Desa

»
»
-

Py palan Jalan Desa Dusun Krajan II Paket | RW.005

DD

1|Belanja Barang dan Jasa

1. Upah Kerja

- Mandor

- Tukang

- Pekerja

2. Honor TPK dan TFK

3. Sewa Alat

- Sewa Wales 6-8 ton & Mobilisasi

- PPN 10%

2|Belanja Modal

1. Bahan

|- Batu belah 15/20

- Batu belah 10/15

- Batu pecah 5/7

- Agregat Pokok 2/3

- Agregat Penguni 1/1

- Pasir

- Material Timbunan (berm)

- Aspal

~ Kayu bakar

- Papan nama proyek

2. Alat Kerja

- Aya'an

- Sekrop

— Canghul

- Cintung

= 5apu lidi

- PPN 10% 1+2

Pengaspalan Jalan Desa Dusun Krajan II Paket Il RW. 004

DD

L&
(5]
L]

Belanja Barang dan Jasa

»

1. Upah Kerja

- Mandor

- Tukang

= Pekerja

2. Honor TPK dan TFK

3. Sewa Alat

p
=~ Sewa Wales 6-8 ton & Mobilisasi

= PPN 10%

2|Belania Modal

L. Bahan

- Batu belah 15/20

- Materfal Timbunan (berm)

- Agregat Klas A

- Agregat Klas B

= Material AT

- Aspal Ermulsi

- Papan Nama Proyek

= provek

= PPN 10%

2. Alat Kerja

= Gledekan Arco
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KODE
REKENING

(Rp.)

= Papan Kayu Kelas Il

~ Papan Kayu Kelas ||

- Balok Kayu Kelas ||

- Phywood t=Smm

- Besi untuk pagar

- Besi untuk Pintu pagar

- Papan Nama Proyek

= Proyek

- PPN 10%

Z Alat

w

Eegiatan Pembi Hetent: dan K ib

| Belanja Barang dan Jasa

- Honor Pelatih

|- Bahan Pedatihan

s

Pokja 1 (15%)

Pokja 1l [15%]

Pokja 111 (15%)

Pokja IV (20%)

-

Y s Y

1 LPM / Harang Taruna

ADD

Belanja Pegawai__

- Insentif

Barang dan Jasa

THED]

= ATK

- Cetak/Penggandaan

- Konsumsi Rapat

s

HKesehatan Bumil dan Balita

Barang dan Jasa

- BOM

»

Bidang Tek Terduga

|Kegiatan Kejadlan Luar Biusa
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KODE
REKENING

(Rp.)

KETERANGAN

w0
L]

Pengaspalan Jalan Desa Dusun Erajan IT Paket III RW.003

DD

1| Belanja Barang dan Jasa

1. Upeh Kerja

= Mandor

= Tukang

- Pekerja

2. Honor TPK dan TFK

3. Sewa Alat

- Mobilisasi/Transportasi

~ Sewa Wales 6-8 ton & Mobilisasi

= PPN 10%

2|Belanja Modal

1. Bahan

= Batu belah 15/20

~ Material Timbunan [berm}

-~ Agregat Klas A

- Agregat Klas B

- Material ATB

- Aspal Emuls!

- Papan Nama Proyek

|~ Pembuatan Monumen proyek

= PPN 10%

2. Alat Ketja

- Gledekan Arco

- Sapu Lidi

~ Sekrop

- Cangiul

- Siku Perata

[Rebab Pagar, Parkir dan pembuatan Papan Nama Desa

ADD

-

2| Belanja Barang dan Jasa .

1. Upah Kerja

= Mandor

~ Kepala Tukang

- Tukang Besi

~Tukang Batu

—Tukang Cat

- Pekeria

2. Honor TPK dan TFX

3| Belanja Modal

L. Bahan

~ Pasir urug

- Batu pecah 15/20

-PC

- Kapur

- Pasir pasang

- Bata Merah

[~ Keramik 40 40

= Semen warna

- Besi Beton Poles

- Kawat Beton

= Krikil
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KODE ANGGARAN
KETERANGAN
REHENING (Rp.)
L a
2] 5] 1] 2|Belanja Barang dan Jasa
|- Honor Tim
2| 52| [Kegiatanm ...comswieees
JUMLAH BELANJA
SURFLUS / DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3|1 | Penertmaan
al1l1 Igu.w\
3| 1] 2| |Pencairan Dana Cad
3l1i3 Haail Keloy Desa Yang dipit
JUMLAH (Rp)
3|2 F Pembi:
32| 1] |Pembentukan Dana Cad;
al2]2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (Rp)
DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA KASITAN TIMUR
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Lempiran E. Lembar Observasi

Gambar 1. Peningkatan tembok makam dan penerangan

Gambar 2. Papan Nama
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Gambar 4. Aula Desa
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